


ARSTRAK

Harry Rekonfu Susanta. Efektivitas Kewenanpan Pemcerintah Kecamatan
Sebaeai Perangkat Dacrah (Stedi: basus ferif-menareik Kewenangan antara
Pemerintah Kecomatan & Nagaed of Kecomoten Lebnk Afeng. Fakultas Hmu
Sosial dan lmu Politik Universitas Andalas Padang. Pembimbing 1. Drs,
Rusdi Lohbis M5 Pembimbing 11, Adil Mubacak, 507, M.5L Juli-Okiober
2004, 54 halam:n.

Denpan dikeluarkannya UL Roo 32 Tehun 2004 tentang pemerintahan
daerah, maka terdapat beberapa perubaban vang mengatur tentang kedudukan dan
kewenangan pemerintzhan pada level Kecamatan, khususnya terdapat pada pasal
120, 126 dan [27 yang mengator tentang kewenangan dan tugas pemerintahan
kecamatan, Perubahan ini telah memicu teradinya perehutan kewenangan antar
lembaga kecamatan dengan lembaga pemerintahan di bawahnya vang dalam
skripsi ini adalsh pemenntab Kecamatan Luebuk Alung denpan Pemerintahan
Magari Lubuk Alung.

I*enclitian ini bertujusn untuk menganalisis dua peranyaan yakniz 1) Apa
dempak dari diberlakukannya UL No 3272004 bagi Pengelolaan Pemerintahan
Kecamatan di Kecamalan Lubuk Alung?: 2) Bagaimenn efektivitas Kinerga
Fecamatan  Lubuk  Alung  schagai  porpanjgngan  fangan  Bupati,  sciclah
diberlakukannya UL Moo 322004 tersebut? Untuk memfokuskan penelitian ini.
penelith menetapkan  pemerintahan Kecamatan Lebuk Alung schagai lokasi
penclitian karens banyak persoalan-persealan pemermtahan vang tumpong ndil
dalam pelaksanasn program Kecamatan dan program MNagarn,

Metode vang digunakon dalam penclitian ini adulah metode penelitian
kualitatif vang bertujuan untuk mendezkripsikan beherapa perebahan vang terjadi
setelah pemberlakuan LU Mo 32 whun 2004 dan melibat sejooh mana perubaban
itu berpengaruh pada efektivitas pemerintahan kecamatan di dalam pelaksanaan
fungsi dan wewenangnya scbapar sebuah instansi pemerintahan. Kerangka dasar
teorinva adalah Konsep (Monomi daerah yang terdapat pada UL Neo32 Tahon
2004 dan Teori Efektivitas. Unit analisisnva adalaby Instinesi dengan tekinik
pemilihan informan memakai teknik perposive sampling, Pengumpulan datanys
di peroleh dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Adapun uji keabsahan
datanva dilakukan dengan frigmmdass data.

Dwari Penelitian yang dilakukan, ternvata ditemukan berbagzal macam
perubahan-perubahan vang dizlami oleh pemennizhan kecamatan khususnya
mengenal kewenangan tecitorial. dimana kecamatan saat ini hanva mesupakan
perangkat daerah  bertugas sebapai administrator pemerintahan. Berdampak
langsung pads kinena Pemerimahan Kecamatan di Lubuk Alung adalah korang
clektit dalam pelaksanaan program-program kerja apalagi vang terkaic dengan
koordinasi denpan pemerintahan Nagar Lubuk Alung
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Perubahan sistem pemerintahan dar paradigma vang berarientasi pada
sentralisasi ke desentralisasi, vang dikukuhkan oleh Undang-Lindang Wo 32720404
tentang pemerintahan dacrah, telah memberiban konsekuensi sangat luas dan
mendalam pada sistem tata pemerintahan deerah di Indonesia, Perubahan tersebot
dapat dilihat dar berpesernva status dan kedudukan svame kelembapgaan dalam
keseluruhan formasi tata pemerintahan daerah, Konsckuensi dari perubahan
tersebut adalah pada hatasan kekoasann dan wewenang suatu kelembagaan dafam
mengimplementasikan proses-proses regulast, legislesi, don kebijakan puhﬁk.l

Manifostasi dan pergesersn paradigma sistem pemerintahan di dacrah,
vang scmula lebih berorentasi podo sentralisasi kemudian bergeser kepada vang
hervrientasi pada desentralisasi. adalab dilmplementasikannya otonomi lokal
dengan memberikan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota dan otonomi desa
kepads satuan pedessan namun Gdak untok konteks kelormban, Implementas:
tersebut menyvehabkan  perubaban-perubahan pola-pola hubongan tidak hanya
antara kabupaten'kota dengan desa, tetapi juga perubahan polz-pola hubungan
antara kebupaten/kota dengan kecamatan dan antara desa dengan kecamatan

Pergeseran kewenangan diantara satuan pelaksana pemnerintahan di daerah

telah memicy limbulnya  berbagal persepsi dikalangan masvarakat. Mercka
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menguiarakan bagaimana mungkin proses penerapan peraluran terlulis lersebul
dapal berjalan dengan semestinya, jika di kalangan pemangku kewenangan il
sendiri seringkali saling menimpakan kesalahan rnel'iing—m:-ﬂin;_[.i

hembawa ketertarikan bagr penefiti untuk menelusun ke lokasi pencrapan
perundang-undengan lentang Ooda tersehot. Sejauh mana realisasinva dapat
berjalan sewsjamya, serta dapat memberikan manfa’at bagi masvarakat pada
umumnya. Kemudian pepelit berupaye menentukan lokasi vang tepat serta sosuai
dengan keterbatosan kemampuean peneliti sebagai seorang ohserver. Menemoskan
beheraps conloh penelition terdabule vang sudah perrab dilaksanakan aleh
pendahulu tentng pengelolaan pemerintahan Kecamatan vang mendeskripsikan
Kecamatan  sebapai sebuah  Perangkat Pemerintahan Daerah.”  Dipaparkan
bahwasanoya sebazai instansi pemerintahan di dacrah Kecamatan mermiliki
seorang Camat sebapar kepala pemerintahan unluk memimpin sehuah wileyvah.
Dalam  pelaksapaannya secrang Camat akan membawahi beberapa wilavah
pedesaan  atau kelurahan,”  Namun seiring  berguliviya wakiu,  kemuodian
melahirkan reformasi sema restrukturisasi birokrasi pemerintahan di daerab.
menjadikan  Kecamatan  scbagai  Perangkat  Daerah  pada  Pemerintahan
Kabupaten/kKota,

Kecamatan vyang tefah beralih fungsi menjadi  Perangkat  Dacrab
selanjutnva akan merubah pula kewenangannya secara operasional. Berasumsi

dari keadaan seperti ini. Kecamatan schagal sebuah kelembagaan struktural

! Wawancara dengan salah seorang masyarakat vang sedang mengunis kelengkupan df kansor
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mengalami pergeseran bertahap secara periodid. Menvimpulkan kondisi demikian
memberikan pertanyvaon bagi masvarakat tentang bagaimana sehenarnva kelehihan
serla kekurangan dari penerapan prosedur pemerintahan Kecamatan tersehbu”,
sebelum serta sesudah realisesi UL Noo 3202004, Pertanyvasn nvatanya adalah
bagaimana kualitas pelavanan pada sekior kepentingan publik seperi penerimaan
dan penpelolalasn pendapatan dacrah yvong diterima melalui penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Pertanvaan kedua tentu soja tentang pengeloloan pelayanan pengurusan
surgt-menvurat serta kelengkapan administrasi publik, seperti pengurusan dan
pembuatan Karle Keluorga (KE). Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena dengan
lancar atau Gideknyva pelavaoan pada sekior-sektor publiy Kinedja Pemerintoban
Kecamatan nantinya dapat dinilai keberhasilannva, Katepori keberhasilan ini
dapat menjadi indikator dalam mendeskepsikan tingkat efisiensi serla efekiafios
keberadasn Lembaza Kecamalan sebagai sebuah organisasi pemerintaban di
daerah.

Pemerintahan kecamatan Lubuk Aluneg  vang berada pada jalur darat
untuk perlintasan. distribusi masuk serta keluarmya beragam sumber barang dan
jasa dari dan keluarmya Provins: Sumaters Barat, Tentu saja membawa pengaruh
tersendicd bagi perkembangan pembangunan dif Kabupaten Padang ariaman.
Mempertimbangkan kondisi riil tersebut peneliti kemudian bertolak ke Kamtos
Kecamatan Lubuk Alung pada hari senin tanggal 20 juli 2009 jam 10.00 WIB

dengan beebekal panduan teoretis serts pengetshuan konseptual vang ada.
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kelnarkannya peraturan temang tala laksans pemerintahan deerah vang
tertuang dalam UL Noo 322004, menjadi dasar awal ketertsnkan  peneliti
menelusurt berbapgai asumsi yang menjadi konsckuensi logis pencrapan UL
terschut,

Temuan yang peneliti dapatkan dalam peneliian imd adalah bahwa teradi
perubahan-perubahan sipnifikon pada  instensi kecamatan Lobuk Alung,
kKhususnva padn perscafan Kewenangan., Dengan tidsk adanve kewenangan
teritorial yang berkunsa untuk mengatur sebuah wilavah menjadikan pemerintahan
kccamatan tidak mampu melakukan program-program konkrit di wilayvahnya.

Femerintah Kecamatan Lubuk Alung bisonya memboost sebuah kebijakon
vang berhubunpan depgon pembangunan. pemberdavaan, dan pelayanan, sekarmang
tidak lagl memiliki kewenangan tersebut. Persoalan perubahan imi menyebabkan
tidak efektifnva program atan kera vang akan dijalankan oleh pemerintahan
kecamatan.

Ada hanvak program kecamatan vang tidak berjalan karena werbentur aleh
beberapa kewenangan vang tidak sinkeon dengan pemerintahan Nagard, Camat
Lubuk Alung menyatakan bahwa beberapa program vang berhubungan langsung
dengan masyarakal ( Pemberdavaan dan Pembangunan ) banvak terkendala oleh

faktor-faktor kewenangan vang twmpang tindih.
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